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Abstrak

prinsip pembedaan (c{is_rinction principle) sangat erat kaitannya dengan perlindungan penduduk
sipil. karena prinsip ini secara teggs. .membefiakan penduduk di suatu Negara antara kombatan
(combatan) dan penduduk sipil (civilian). Di samping itu juga membedakan objek-obejk yang
herada di suatu Negara yang sedang bersengketa atas objek sipil (civilian objects) dan sasaran
militer (military objectives). Pada penulisan ini akan dibahas tentang 1) Apa kategori orang sipil
yang memperoleh perlindungan terhadap serangan langsung dalam Konvensi Jenewa 1949 dan
Protokol Tambahan I dan II pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ? dan 2) Faktor-faktor apa
yang menyebabkan penduduk sipil kehilangan haknya atas perlindungan dalam Konvensi Jenewa
1949 dan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 ?. Berdasarkan hasil
penelitian ditemukan bahwa 1) orang sipil yang berhak atas perlindungan terhadap penyerangan
langsung dalam konflik bersenjata adalah semua orang yang bukan anggota angkatan bersenjata
Negara dan bukan anggota kelompok bersenjata terorganisasi dari pihak yang berkonflik atau
bersengketa dan 2) Hak orang sipil atas perlindungan atas serangan langsung pada saat konflik
bersenjata akan hilang atau hapus apabila orang sipil tersebut sebagai individu ambil bagian secara
langsung dalam permusuhan,individu yang secara terus menerus menyertai atau mendukung
kelompok bersenjata terorganisasi tetapi fungsinya tidak melibatkan keikutsertaan langsung dalam
permusuhan bukanlah anggota kelompok tersebut dalampengertian HHI, mereka tetap sebagai
orang sipil yang memegang fungsi pendukung, seperti petugas perekrutan, petugas pelati_han,
petugas pendanaan dan petugas propaganda, kecuali fungsi mereka sudah mencakup pula kegiatan
yang setara dengan keikutsertaan langsung dalam permusuhan, individu yang fungsinya terbatas
pada kegiatan pembelian, penyelundupan, pembuatan dan pemeliharaan senjata dan p.efleng.l_(apaq
lain di luar operasi militer spesifik atau terbatas pada kegiatan pengumpulan informasi intelijen di
luar operasi militer.

Kata Kuncj ; Perlindungan, Hak Sipil, Serangan langsung, Hukum Humaniter Internasional

Abstract

The 1riv . o ) A , .iated with the protection of
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